ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua warga negara,
termasuk penguasa, harus mematuhi hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika menghukum semua pelanggar, termasuk penegak hukum. BNN dan
kepolisian bertugas memberantas narkotika, tetapi ada kasus penegak hukum teribat narkotika, seperti

di Polres Aceh Tamiang. Anggota polisi yang melanggar tunduk pada peraturan disiplin, kode etik profesi,
dan tetap diproses hukum pidana. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap polisi yang
menyalahgunakan narkotika di Polres Aceh Tamiang, bertujuan mengetahui penegakan hukum dan
hambatannya. Met ode yang di gunakanadal ahyuri di s enypi ri s dengan pendekat andeskri pti f. Sunber data

mel i puti datapri mer dansekunder, dengantekni kwawancaraterhadapKapol res danKasat Narkoba Pol res
AcehTami ang. Anal isisdatadil akukandenganpengunpul andata, reduksi data, penyaj i andata, dan

penari kankesi mpul an Hasil penel i ti anini menunj ukkanbahwasanya Peni ndakanterhadapanggotapol i si
yang terl i bat penggunaannarkotikadi Pol res AcehTami ang mel i bat kan dua proses utama. Pertama,
perkarapi dana di tangani mel al ui si stemperadi | anbi asa, danj i kasudahada putusan, dil anj utkandengan
persi dangan berdasarkan kode eti kkepol i si an. Namun, terdapat tantangandal ampenegakan hukum
terhadap para pet ugas tersebut, bai kyang berasal dari faktor eksternal maupuni nternal . Pol res Aceh
Tami angwaj i brmenj unj ung tinggi supremasi hukumbagi sel uruhanggot anyasecarasetara, tanpa adabi as.
Sel ai ni tu, untukmengatasi tantanganpenyal ahgunaannarkobadi kal anganaparat kepol isian, perl uuntuk
nmeni ngkat kanketerl i batandankol aborasi masyarakat untuk memast i kan bahwa masyarakat danpol i si
bekerj a sama secara ef ekti f dal amupaya penegakan hukum

Kata Kunci : Penegakan Hukum Kepol i si an, Narkoti ka.



